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Abstrak:   

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024. Penelitian 
ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, 
studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota 
Bawaslu, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari 
dokumen resmi, regulasi pemilu, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu 
Kota Tidore Kepulauan menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan anggaran, 
kurangnya kapasitas SDM dalam penegakan hukum pemilu, dan penggunaan teknologi yang masih 
terbatas. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Bawaslu perlu memperkuat kapasitas 
kelembagaan melalui peningkatan pelatihan SDM dalam penanganan pelanggaran pemilu, serta 
optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengawasan di daerah terpencil. Selain itu, kolaborasi 
dengan lembaga penegak hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor 
kunci yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Bawaslu lebih aktif dalam 
memperkuat kapasitas SDM dan teknologi, serta memperluas jangkauan pengawasan melalui 
kerjasama lintas lembaga dan pengawasan partisipatif masyarakat. Dengan demikian, Bawaslu 
diharapkan mampu menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024 dengan lebih baik, 
menjaga integritas pemilu, serta memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. 

Kata Kunci: Penguatan Kapasitas Lembaga, Pengawasan Pemilu, Penegakan Hukum, Bawaslu, 
Pilkada 2024. 

 
 

1. Pendahuluan 

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan momentum penting bagi 
proses demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Sebagai salah satu 
lembaga yang berperan penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pelaksanaan 
pilkada yang jujur, adil, dan demokratis (Afifuddin, 2020; Arifulloh, 2015; Putri & Agustina, 
2024; Solihah et al., 2018; Yasin, 2022). Namun, dalam menjalankan tugas pengawasan dan 
penegakan hukum pemilu, Bawaslu seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama 
terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang muncul selama proses pemilu, seperti politik 
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uang, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi data pemilih (Afifuddin, 2020; Alaydrus et 
al., 2023; Sangadji & Rachman, 2021; Yuhandra et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan 
kapasitas Bawaslu, khususnya di tingkat daerah seperti Kota Tidore Kepulauan, menjadi sangat 
krusial. 

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas penguatan kapasitas kelembagaan 
Bawaslu di berbagai daerah, seperti pengembangan kapasitas pengawasan pada pemilihan 
gubernur di Kota Palangka Raya (Tangkasiang, 2023), strategi peningkatan kapasitas 
kelembagaan di Provinsi Lampung (Siti, 2024), dan penguatan sumber daya manusia di 
Lampung Selatan (Siti Muslimah et al., 2021), penelitian-penelitian tersebut lebih terfokus 
pada aspek internal kelembagaan dan konteks wilayah yang spesifik. Berbeda dengan 
penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas internal, 
tetapi juga menyoroti kompleksitas tantangan hukum dan politik lokal yang dihadapi Bawaslu 
Kota Tidore Kepulauan pada Pilkada 2024. Selain itu, penelitian ini memberikan perhatian 
khusus pada dinamika unik Kota Tidore Kepulauan, termasuk pengaruh perubahan regulasi 
pemilu dan keterbatasan sumber daya dalam konteks daerah kepulauan, yang belum banyak 
dibahas dalam studi sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam 
strategi penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat daerah dengan karakteristik geografis dan 
sosial-politik yang khas. 

Penguatan kapasitas Bawaslu mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan 
keterampilan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan, serta 
penguatan kerjasama antar lembaga terkait penegakan hukum pemilu (Hidayatullah, 2024; 
Leodita et al., 2024; Nasution et al., 2023). Selain itu, peran serta masyarakat dalam 
mendukung pengawasan partisipatif juga menjadi elemen penting yang dapat meningkatkan 
efektivitas kinerja Bawaslu (Arifin & Kurniawan, 2024; Putri & Agustina, 2024). Dalam 
konteks Pilkada 2024, tantangan yang dihadapi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan bukan hanya 
terkait dengan kompleksitas teknis pemilu, tetapi juga dengan dinamika politik lokal yang 
dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam melakukan pengawasan. 

Selain itu, penegakan hukum pemilu sering kali menemui hambatan, baik dari segi regulasi 
yang belum sepenuhnya mengakomodasi situasi di lapangan maupun dari segi implementasi 
yang kadang kurang efektif (Heryanto, 2019; Jurdi, 2018; Raba, 2006). Pada Pilkada 2024, 
Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan 
perubahan regulasi pemilu serta memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal. 
Kondisi ini menuntut adanya strategi penguatan kelembagaan yang mampu meningkatkan daya 
respons Bawaslu terhadap setiap potensi pelanggaran pemilu. 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya 
penguatan kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan 
hukum pada Pilkada 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan strategi pengawasan pemilu yang lebih efektif, serta menjadi acuan bagi 
pembuat kebijakan dalam mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat daerah. 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali secara 
mendalam mengenai penguatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore 
Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024. Pendekatan 
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dinamika yang 
kompleks dan kontekstual (Supriatin et al., 2022) terkait dengan proses pengawasan pemilu 
dan penegakan hukum di tingkat lokal. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 
mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. 
a) Sumber Data 

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang terdiri 
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dari anggota Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, 
serta tokoh masyarakat yang berperan dalam pengawasan pemilu. Pemilihan informan 
dilakukan secara purposif untuk mendapatkan wawasan yang relevan dan mendalam mengenai 
strategi penguatan kapasitas Bawaslu. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan pada 
beberapa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Bawaslu selama 
tahapan Pilkada berlangsung. 

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, termasuk peraturan perundang-
undangan terkait pemilu, laporan tahunan Bawaslu, serta hasil penelitian dan artikel ilmiah 
yang relevan. Dokumentasi ini digunakan untuk memberikan kerangka teoritis dan mendukung 
analisis terhadap upaya Bawaslu dalam menghadapi tantangan penegakan hukum. 
b) Teknik Pengumpulan Data 

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan strategi yang 
digunakan oleh Bawaslu dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum selama 
Pilkada. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat 
terbuka dan fleksibel agar informan dapat memberikan informasi yang mendetail dan 
komprehensif. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami secara langsung 
dinamika di lapangan terkait dengan implementasi pengawasan dan penegakan hukum yang 
dilakukan oleh Bawaslu. 

 
c) Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Langkah pertama 
dalam analisis data adalah melakukan transkripsi wawancara dan penyusunan catatan 
lapangan. Setelah itu, data dikoding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul 
terkait penguatan kapasitas Bawaslu. Tema-tema ini kemudian diorganisir berdasarkan subjek 
penelitian, seperti aspek kelembagaan, kapasitas SDM, penggunaan teknologi, serta kolaborasi 
antar lembaga. Analisis dilakukan secara induktif dengan berupaya menemukan pola-pola yang 
menunjukkan hubungan antara kapasitas kelembagaan Bawaslu dan efektivitas penegakan 
hukum pada Pilkada 2024. 
d) Validitas dan Reliabilitas Data 

Untuk meningkatkan validitas data, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan 
hasil wawancara dari berbagai informan serta mengonfirmasi data observasi dengan hasil 
dokumentasi. Selain itu, member checking dilakukan dengan mengembalikan hasil wawancara 
kepada informan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian informasi yang telah disampaikan. 
Reliabilitas data juga diperkuat dengan melakukan audit trail, yaitu mendokumentasikan 
seluruh tahapan pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan transparan. 

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang 
komprehensif mengenai upaya penguatan kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam 
menghadapi tantangan penegakan hukum pada Pilkada 2024 serta menawarkan rekomendasi 
yang dapat diimplementasikan di masa mendatang. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum Pilkada 
2024 merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek kelembagaan, sumber daya manusia 
(SDM), dan teknologi. Meskipun Bawaslu telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai 
bidang, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang harus dihadapi serta 
potensi strategi untuk mengatasinya. 
a) Kapasitas Kelembagaan Bawaslu: Kekuatan dan Tantangan 

Dari aspek kelembagaan, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah mengalami penguatan 
dalam struktur dan koordinasi internal. Implementasi mekanisme pengawasan yang lebih 
terstruktur, termasuk pelibatan panitia pengawas di tingkat kecamatan dan desa, telah 
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membantu meningkatkan cakupan pengawasan selama tahapan Pilkada. Namun, penelitian ini 
juga menemukan adanya tantangan terkait keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal 
anggaran operasional dan alat pendukung pengawasan. Kondisi geografis yang luas dan 
terpencil di Kota Tidore Kepulauan turut mempersulit mobilisasi tim pengawasan ke wilayah-
wilayah tertentu, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam efektivitas pengawasan. 

Untuk mengatasi tantangan ini, Bawaslu diharapkan dapat memperkuat kerjasama dengan 
lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, guna meningkatkan kapasitas 
penegakan hukum. Kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah juga diperlukan untuk 
memastikan dukungan logistik dan sumber daya yang lebih baik, terutama dalam menangani 
pelanggaran pemilu di daerah-daerah terpencil. 

 
b) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas SDM di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan 
masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal pemahaman regulasi pemilu dan 
keterampilan teknis penanganan pelanggaran pemilu. Wawancara dengan anggota Bawaslu 
menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pelatihan lebih lanjut dalam aspek penegakan 
hukum, termasuk pengumpulan bukti, penyusunan laporan, dan penanganan sengketa pemilu. 
Beberapa kasus pelanggaran pemilu yang ditemukan selama Pilkada sebelumnya terhambat 
proses penanganannya akibat kurangnya kapasitas SDM dalam menangani kasus secara cepat 
dan tepat. 

Bawaslu telah berupaya meningkatkan kompetensi SDM melalui program pelatihan 
reguler, namun program ini masih dirasa kurang optimal. Diperlukan pelatihan yang lebih 
spesifik, misalnya pelatihan investigasi pelanggaran pemilu, serta pelatihan intensif dalam 
penggunaan sistem informasi untuk mendukung proses pengawasan. Selain itu, peningkatan 
kapasitas SDM tidak hanya terbatas pada tingkat anggota Bawaslu, tetapi juga pada panitia 
pengawas di tingkat bawah yang berperan sebagai perpanjangan tangan Bawaslu dalam 
pengawasan langsung di lapangan. 

 
c) Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan 
dan penegakan hukum masih belum maksimal. Meskipun Bawaslu telah mulai menggunakan 
aplikasi dan platform digital untuk memantau pelanggaran pemilu, keterbatasan infrastruktur 
teknologi di daerah-daerah terpencil di Kota Tidore Kepulauan menjadi hambatan utama. 
Penggunaan aplikasi pengawasan seperti "Sistem Informasi Pelanggaran Pemilu" (SIPP) 
terbukti efektif di daerah perkotaan, tetapi belum dapat diterapkan secara luas di daerah-daerah 
dengan akses internet yang terbatas. 

Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu dapat mempertimbangkan solusi alternatif, seperti 
pengembangan sistem offline yang dapat digunakan di daerah tanpa akses internet dan 
kemudian disinkronisasikan ketika koneksi tersedia. Selain itu, peningkatan literasi teknologi 
bagi panitia pengawas di tingkat lokal juga diperlukan agar penggunaan teknologi dapat 
dioptimalkan dalam proses pengawasan. 
d) Kolaborasi dengan Masyarakat dan Stakeholders 

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan partisipatif terbukti menjadi elemen 
penting dalam memperkuat kapasitas Bawaslu. Penelitian ini menemukan bahwa pelibatan 
masyarakat, terutama melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, dapat membantu Bawaslu 
mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih awal. Namun, partisipasi masyarakat masih 
terbatas, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat literasi politik yang rendah. 
Kurangnya kesadaran mengenai hak-hak pemilih dan mekanisme pengaduan juga menjadi 
kendala dalam mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. 

Untuk itu, Bawaslu perlu meningkatkan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya 
peran masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil 
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dan media lokal dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan informasi 
dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pengawasan pemilu. Lebih lanjut, 
meskipun Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat 
kapasitasnya, tantangan-tantangan yang ada memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi 
dan kolaboratif. Penguatan kelembagaan dan SDM menjadi fokus utama yang perlu 
diperhatikan, dengan memprioritaskan peningkatan keterampilan teknis dalam penegakan 
hukum pemilu serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses pengawasan. Kolaborasi 
antar lembaga, partisipasi masyarakat, serta peningkatan dukungan pemerintah daerah menjadi 
faktor kunci yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pada 
Pilkada 2024. 

4. Kesimpulan 

Penguatan kapasitas Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan 
penegakan hukum pada Pilkada 2024 memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup 
penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan 
teknologi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan stakeholders. Bawaslu Kota Tidore 
Kepulauan telah mengalami kemajuan dalam struktur pengawasan, namun masih menghadapi 
tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan teknis penegakan 
hukum, serta kesenjangan teknologi di daerah terpencil. Peningkatan kapasitas SDM dan 
pemanfaatan teknologi yang lebih luas terbukti menjadi aspek penting dalam meningkatkan 
efektivitas pengawasan pemilu, sementara partisipasi masyarakat dalam pengawasan 
partisipatif perlu terus didorong untuk mendukung integritas Pilkada. 

Secara praktis temuan penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melalui program 
pelatihan yang lebih intensif dan spesifik, terutama dalam aspek penegakan hukum pemilu, 
seperti investigasi pelanggaran, pengumpulan bukti, dan penyelesaian sengketa. Peningkatan 
keterampilan ini akan memperkuat kemampuan Bawaslu dalam menangani pelanggaran secara 
cepat dan tepat. Selain itu, optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengawasan pemilu juga 
sangat diperlukan. Bawaslu perlu mengembangkan sistem pengawasan yang dapat berfungsi 
secara offline untuk mengatasi kendala akses internet di wilayah terpencil, sekaligus 
meningkatkan literasi teknologi bagi para petugas pengawas agar pemanfaatan aplikasi dan 
platform digital bisa berjalan maksimal. Koordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti 
kepolisian dan kejaksaan, juga harus diperkuat guna mempercepat penanganan pelanggaran, 
sementara dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk logistik dan anggaran operasional 
sangat diperlukan untuk mendukung pengawasan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. 
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga perlu didorong melalui kampanye 
kesadaran publik yang lebih masif, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan media 
lokal untuk menyebarkan informasi yang tepat serta mendorong masyarakat melaporkan 
pelanggaran yang terjadi. Dengan strategi-strategi ini, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan 
diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan lebih efektif dan menjaga 
integritas Pilkada 2024. 

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas 
pelatihan teknis yang diberikan kepada pengawas pemilu, terutama terkait dampaknya pada 
kualitas penegakan hukum. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat melakukan analisis 
mendalam terhadap peran masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk hambatan yang 
dihadapi dan strategi peningkatan partisipasi, juga perlu dilakukan. Pengembangan model 
kolaborasi strategis antara Bawaslu, lembaga penegak hukum, dan masyarakat yang dapat 
direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa akan menjadi kontribusi penting. Lebih 
jauh, penelitian mengenai pengaruh budaya lokal dan dinamika sosial-politik di Kota Tidore 
Kepulauan terhadap efektivitas pengawasan Pilkada dapat memberikan rekomendasi yang 
lebih kontekstual dan aplikatif untuk memperkuat pengawasan pemilu di Indonesia. 
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